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Landasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di 
Tingkat Internasional 

1. The 1979 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman
2. The 1993 World Conference on Human Rights
3. The 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Woman
4. The 1994 International Conference on Population and Development
5. The 1995 Beijing Platform for Action 
6. The 2006 Secretary-General’s In Depth Study on All Forms of Violence against Woman
7. The 2011 Council of Europe on preventing and combating violence against woman and 

domestic violence
8. The 2012 UN General Assembly adopts biannual resolutions on the issue of violence 

against woman
9. The 2012 UN Human Rights Council first adopted a resolution on accelerating efforts to 

eliminate all forms of violence against woman
10. The 2015 Sustainable Development Goals
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Landasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di 
Tingkat Nasional

1. Undang-Undang/UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convension on Elimination of 
all Forms of Discrimination against Woman)

2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
4. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO)
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional 
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Beberapa Kasus Kekerasan Seksual di Tahun 2021 Hingga Januari 2022
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Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan

Penurunan kasus di tahun 2020 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya karena pengembalian formulir dari mitra pada 
Komnas Perempuan hanya 50%

Sumber: Komnas Perempuan 5



Bentuk dan Ranah Kekerasan Terhadap Perempuan

Sumber: Komnas Perempuan

78% KTP  terjadi di ranah privat
21% KTP terjadi di ranah komunitas/publik
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Kekerasan Terhadap Perempuan  di Ranah Komunitas

Sumber: Komnas Perempuan

Total KS: 962 (55% dari total KTP di ranah publik)
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Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Komunitas
• Perempuan memiliki kecenderungan 

pernah mengalami pelecehan di ruang 
publik 14 kali lebih besar daripada laki-
laki. 

• Temuan Koalisi Ruang Publik Aman 
(KRPA, 2018) menunjukkan 3 teratas 
lokasi yang paling banyak terjadi 
pelecehan: jalanan umum (33%), 
transportasi umum termasuk halte (19%), 
sekolah dan kampus (15%)

• Riset Kemendikbud-Ristek: 77 persen 
dosen di 79 kampus menyatakan pernah 
terjadi perundungan seksual di kampus 
masing-masing. 

Sumber: Komnas Perempuan
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Kekerasan di Lingkup Pendidikan

• Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

• Perlu perbaikan dalam proses implementasi

• Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
• Adanya satgas pencegahan dan penanganan KS
• Perlu diatur mengenai independensi dan peran satgas dalam penanganan kasus
• Sejak dirilisnya permendikbud ini, laporan KS di PT mulai bermunculan
• Diperlukan SOP untuk menerapkan permendikbud

• Diperlukan aturan penanganan KS di satuan pendidikan yang berada di bawah 
Kementerian Agama
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Penyebab Kekerasan Seksual

Komitmen NegaraBudaya Patriarki
• Perempuan dianggap sebagai the

second sex, sehingga rawan untuk 
direndahkan. Adanya toxic 
masculinity, seksisme, dan 
pandangan misoginis

• Relasi seksual yang patriarkis & 
otoritatif dalam rumah tangga

• Payung hukum yang terbatas

• Definisi KS yang tidak 
komprehensif. Misal, belum ada 
pasal mengenai pelecehan 
seksual, KBGO, dll

• Penegakan hukum yang lemah. Hanya 
10% KTP yang diproses di kepolisian. 
Tidak lebih dari setengahnya yang 
divonis di pegadilan. Pada kasus 
perkosaan, tidak lebih dari 30% kasus 
diproses
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Penanganan Kekerasan Seksual Saat ini
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Minimnya Pengetahuan 
mengenai KS

Sistem Peradilan Pidana

Studi IJRS (2020): 26,2% dari  
1.586 responden korban KS 

justru dinikahkan dengan 
pelaku

Korban tidak mendapat 
penyelesaian masalah

Belum Fokus pada
Pemulihan dan
Kebutuhan Korban

Masih Mengabaikan Hak
Korban

Minimnya Korban KS yang 
mendapat pendampingan dan 
jaminan pemenuhan hak

Lebih fokus pada 
penghukuman pelaku

Adanya judicial stereotyping. 
Sistem peradilan yang tidak ramah 

pada korban

Sulitnya pembuktian tindak KS

Fakta-fakta mengenai ketidak-
tahuan korban terkait tempat
melaporkan tindakan KS
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Pencegahan Kekerasan Seksual
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01 Media Massa

Keluarga

Penegakan Implementasi 
Permendikbud-Ristek

Kurikulum berbasis
kesetaraan gender.

MasyarakatSatuan Pendidikan
Pemberlakuan norma dan 
nilai

Keluarga dengan kemitraan 
gender lebih bahagia 

dibading keluarga yang 
patriarkis Oslon (2011) 

Pola asuh keluarga dapat 
menjadi sarana untuk 

menghapus pandangan-
pandangan dalam budaya 

patriarki

Produksi wacana terkait
gender perempuan dan 
laki-laki

Negara05
Aturan hukum yang 
komprehensif dan 
implementasinya
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Pemulihan Korban Kekerasan Seksual
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Pemulihan Sosial & 
BudayaPemulihan Psikis

Layanan Kesehatan

Pemulihan EkonomiPemulihan Fisik 
Layanan kebutuhan
hidup dasar yang layak. 
Pemberdayaan ekonomi 
lanjutan

Rehabilitasi sosial, layanan
pendidikan, tempat tinggal
pengganti, dokumen
kependudukan, program 
perlindungan sosial

Layanan konseling, 
penguatan psikologis
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Rekomendasi
• DPR perlu memasukkan aspek-aspek pencegahan, penanganan, pemulihan korban, serta pemidanaan

pelaku KS secara komprehensif dalam RUU TPKS, dan segera mengesahkannya.

• Kemendikbud-Ristek dan pelaksana pendidikan perlu mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang 
berbasis kesetaraan gender. Serta melakukan monitoring, evaluasi, dan mempertegas implementasi
Permendikbud Ristek mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. 

• Pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas Pusat 
Pelayanan Terpadu (PPT), dan pemangku kepentingan lain yang terkait untuk menghapuskan judicial 
stereotyping dan menegakkan pelayanan yang berperspektif korban.

• Diperlukan kampanye secara masif mengenai kesetaraan gender baik itu melalui sosial media maupun
media konvensional sebagai upaya internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memaksimalkan peran Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait perannya sebagai lembaga
penyedia layanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak KS.

• Diperlukan sinergi dari berbagai K/L terkait untuk memenuhi hak pemulihan korban, baik itu pada aspek
fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya. 14
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